PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

77 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5A Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411
Telp (0233) 8286599, 8286600 — Faksimile (0233) 8286600 Pos-el : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor: 500.16.7.4/08.10SMP/DPMPTSP /2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP IBNU HAJAR BLOK CIHAERUMAN RT 001 RW 005 DUSUN
SINDANGLAMA DESA MALAUSMA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan
Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan
Paket A di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;

b. bahwa berdasarkan Surat No 01.SMPIH/YAIHS.07.2026 Tanggal 17 Juli
2026 dan Rekomendasi Kepala Dinas  Pendidikan  No
400.3.5.1/3167/Bid.SMP /2026 /M Tanggal 22 Juli 2026 dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :  Memberikan Izin Operasional Kepada :
a. Nama Penyelenggara : Yayasan Al-'Asyiqin Ibnu Hajar
Sindanglama
b. Tanggal/No.Akta : 15 September 2020 /76
Notaris
c. Alamat : Blok Cihaeruman RT 001 RW 005 Dusun
Sindanglama Desa Malausma Kecamatan
Malausma Kabupaten Majalengka
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
a. Nama Sekolah : SMP IBNU HAJAR
b. Tanggal Berdiri : 10 Maret 2024
c. Alamat Sekolah : Blok Cihaeruman RT 001 RW 005 Dusun
Sindanglama Desa Malausma Kecamatan
Malausma Kabupaten Majalengka
KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  Majalengka
Pada Tanggal : 23]Juli2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABDUL GONI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



